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Abstract 
 Risk management is an important effort that must be made by Islamic Banking to minimize 
risk. This research is a qualitative research and the methods used are interviews, documentation, and 
observation. The research objective was to determine the types of risks in murabahah financing and 
the strategy of PT. BPRS Artha Madani in overcoming these risks and to find out the analysis of the 
implementation of risk management strategies carried out by PT. BPRS Artha Madani Head Office 
Bekasi.Based on the results of the study it is known that the risk management strategy analysis of PT. 
BPRS Artha Madani using Bank Indonesia Regulation No. 13/23/PBI/2011 and 5 C principles consist 
of Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition of Economy. However, despite 
implementing the risk management strategy, banks continue to experience risks, namely in the form of: 
credit risk (in Islamic banks called as financing risk), operational risk and legal risk due to bank 
internal factors in analyzing and external factors from customers.PT. BPRS Artha Madani in 
resolving troubled financing with intensive billing, reprimand to customers if they do not fulfill their 
obligations, make a restructuring by rescheduling, reconditioning and restructuring if the financing 
can still be normalized. However, if there is no hope and the Customer is not able to, then the solution 
is guaranteed that can be auctioned through litigation or non-litigation channels. 
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I. Latar Belakang 
Bank syariah mulai berkembang dan 
dikenal masyarakat Indonesia sebagai bank 
yang menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip syariah dan menurut 
jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah 
(BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 
(Ismail, 2011). 
Keberlangsungan lembaga keuangan 
syariah tidak terlepas dari pendapatan atau 
keuntungan yang diperoleh untuk dapat 
memberikan kebutuhan yang diperlukan 
masyarakat. Salah satu produk yang 
memiliki porsi tinggi dalam memberikan 
pendapatan adalah produk pembiayaan 
(Ismail, 2011). 
Produk pembiayaan memiliki 
berbagai macam akad seperti Mudharabah, 
Musyarakah dan Murabahah. Namun, salah 
satu akad yang sering digunakan oleh bank 
syariah, khususnya BPRS yaitu 
Murabahah. Akad Murabahah adalah akad 
jual beli  barang, dimana penjual 
menyebutkan harga pembelian barang 
kepada pembeli, kemudian menjual kepada 
pihak pembeli dengan mensyaratkan 
keuntungan yang diharapkan sesuai dengan 
jumlah tertentu (Ismail, 2011). 
Akad murabahah menjadi akad 
yang lebih dominan digunakan karena 
mudah diaplikasikan dan mempunyai risiko 
yang relatif kecil. Namun, produk 
murabahah tidak sepenuhnya aman dan 
bebas risiko karena bisa tetap terjadi 
munculnya risiko yang disebabkan karena 
besarnya nominal pembiayaan, jangka 
waktu dan lama pembiayaan serta faktor-
faktor lain yang tercantum dalam 
pembiayaan seperti masalah jaminan dan 
karakter nasabah (Ascarya, 2006). 
Risiko pembiayaan muncul, jika bank 
tidak bisa memperoleh kembali cicilan 
pokok yang diberikan atau investasi yang 
sedang dilakukannya.Penyebab terjadinya 
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memberikan pinjaman untuk melakukan 
investasi karena terlalu dituntut untuk 
memanfaatkan kelebihan likuiditas, 
sehingga penilaian kredit yang kurang 
cermat dapat menyebabkan munculnya 
berbagai kemungkinan risiko yang terjadi 
akibat dari usaha yang dibiayainya (Jureid, 
2016). 
Pembiayaan bermasalah dalam dunia 
perbankan syariah disebut dengan Non 
Performing Finance (Firmansyah, 2014). 
Menurut ketentuan dari Bank Indonesia 
dalam menilai Non Performing Financing 
(NPF) yang ideal adalah 5%. Namun, 
apabila Bank melampaui batas maksimum 
5% atau mencapai 5,45 (Republika, 2019). 
Berdasarkan pada informasi tahun 
lalu yang membahas mengenai NPF BPRS 
pada Februari 2017 hingga mencapai 9,98% 
berada diposisi yang lebih tinggi 
dibandingkan pada Februari 2016 yang 
mencapai 9,40%. Informasi yang 
disampaikan oleh Cahyo Kartiko selaku 
Ketua Kompartemen BPRS Asbisindo 
bahwa harapannya NPF ditahun 2018 bisa 
ditekankan atau lebih rendah dan ternyata 
pernyataan tersebut telah berhasil 
dibuktikan. 
Dalam penelitian ini studi kasus pada 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank 
yang melaksanakan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 
lalu lintas pembayaran (Bank Indonesia, 
2018). BPRS berdiri berdasarkan Undang-
undang No. 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 
72 Tahun 1992 mengenai Bank 
Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Namun, 
terjadi perubahan BPRS diatur Undang-
undang No. 10 Tahun 1998.BPRS 
melakukan kegiatan usahanya berdasarkan 
pada prinsip syariah, selanjutnya diatur 
menurut Surat Keputusan Direktur Bank 
Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 pada 
tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank 
Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip 
Syariah (Bank Syariah, 2018) 
Direktur Utama PT. BPRS Artha 
Madani, Cahyo Kartiko, menerangkan 
bahwa portofolio pembiayaan 
mengalamipertumbuhan dari tahun ke tahun 
dengan harapan pada tahun 2020 dapat 
mencapai Rp300 Miliar (Info Bank News, 
2018). 
Per Agustus 2017, Aset Bank Syariah 
Artha Madani telah menembus Rp201 
Miliar atau tumbuh 21 persen dibandingkan 
periode yang sama pada tahun sebelumnya. 
Pertumbuhan aset tersebut didorong oleh 
peningkatan dana pihak ketiga dalam 
bentuk tabungan dan deposito serta 
pembiayaan (Artha Madani, 2018). 
 
Grafik 1.1 Pertumbuhan FDR, BOPO, 
Cash Ratio dan NPF 
Sumber : Arthamadani.co.id 
Berdasarkan pada grafik 1.1 sesuai 
dengan penelitian yang membahas 
mengenai pembiayaan bermasalah, maka 
dapat diketahui bahwa tingkat pertumbuhan 
NPF PT. BPRS Artha Madani tergolong 
cukup warming bagi pihak PT. BPRS Artha 
Madani dengan posisi 4,4% karena 
berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia 
dalam menilai Non Performing Financing 
(NPF) yang ideal adalah 5%. Namun, 
apabila Bank melampaui batas maksimum 
5% atau mencapai 5,45%. 
Menurut Cahyo, NPF meningkat yang 
dialami PT. BPRS Artha Madani 
disebabkan karena UKM yang diberi 
pembiayaan terimbas langsung ekonomi 
nasional meski skalanya lebih kecil, namun 
sebagian besar nasabah sektor usaha ini 
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Dalam pengelolaannya pembiayaan 
merupakan produk yang memiliki tingkat 
risiko yang cukup tinggi akibat kegagalan 
usaha nasabah. Pembiayaan bermasalah 
juga dapat disebabkan karena lemahnya 
kemampuan yang dilakukan bagian 
pembiayaan dalam melakukan analisis 
kepada nasabah. Gejala pembiayaan 
bermasalah dapat terdeteksi ketika terjadi 
penyimpangan berbagai ketentuan dalam 
perjanjian pembiayaan, penurunan kondisi 
keuangan perusahaan, menurunnya sifat 
kooperatif nasabah dan penurunan nilai 
jaminan yang disediakan serta masalah 
keuangan yang dapat terjadi.  
 
Grafik 1.2 : Pembiayaan Bermasalah 
PT. BPRS Artha Madani 
Tabel 1.2 Pembiayaan bermasalah 
PT. BPRS Artha Madani Tahun 2012-2018 
dapat diketahui bahwa jumlah Nasabah 
Restrukturisasi dan Non Restrukturisasi 
pada tahun 2012 adalah 53.793 dengan 
jumlah 160 orang dan 135 orang sama 
dengan 15 %. Pada tahun adalah 2013 
64.828 dengan jumlah 179 orang dan 140 
orang sama dengan 21 %. Berikutnya tahun 
2014 adalah 61.463 294 dengan jumlah 
orang 178 dan orang yang sama dengan 39 
%. Pada tahun 2015 adalah 38.716 179 
dengan jumlah orang yang sama 145 sama 
dengan 18%. Pada tahun 2016 adalah 
37.655 186 dengan jumlaah 29 %. Pada 
Tahun 2017 32.755 dengan jumlah 165 dan 
128 sama dengan 22 %. Dan data pada 
tahun 2012 PT. BPRS Artha Madani 
mengalami pembiayaan bermasalah dengan 
jumlah 160 orang, petugas mampu 
merestrukturisasi jumlah pembiayaan 
bermasalah sebanyak 135 orang yang 
memfokuskan pada pembiayaan 
murabahah. Setelah itu pada tahun 2013, 
jumlah pembiayaan bermasalah mengalami 
peningkatan berjumlah 179 orang, petugas 
mampu merestrukturisasi jumlah 
pembiayaan bermasalah pada 140 orang 
yang memfokuskan pada pembiayaan 
murabahah. Pada tahun 2014, jumlah 
pembiayaan bermasalah mengalami 
peningkatan yang cukup drastis hingga 
berjumlah 294 orang, petugas 
merestrukturisasi jumlah pembiayaan 
sebanyak 178 orang yang memfokuskan 
pada pembiayaan murabahah.  
Pada tahun 2015, pembiayaan 
bermasalah mengalami penurunan 
berjumlah 179 orang, petugas 
merestrukturisasi jumlah pembiayaan 
bermasalah 145 orang yang memfokuskan 
pada pembiayaan murabahah. Pada tahun 
2016 jumlah pembiayaan bermasalah 
mengalami peningkatan lagi berjumlah 186 
orang, petugas mampu merestrukturisasi 
jumlah pembiayaan bermasalah 132 orang 
yang memfokuskan pada pembiayaan 
murabahah. Pada tahun 2017 pembiayaan 
bermasalah mengalami penurunan 
berjumlah 165 orang, petugas 
merestrukturisasi sebanyak 128 orang yang 
memfokuskan pada pembiayaan 
murabahah. Hingga pada tahun 2018 
pembiayaan bermasalah mengalami 
penurunan 150 orang, petugas 
merestrukturisasi 130 orang yang 
memfokuskan pada pembiayaan 
murabahah. 
Dari penjelasan tersebut bisa 
disimpulkan bahwa PT. BPRS Artha 
Madani mampu menangani pembiayaan 
bermasalah yang terjadi setiap tahunnya 
dengan menggunakan strategi yang sesuai 
dengan Peraturan Bank Indonesia 
No.13/23/PBI/2011 dan prinsip 5C, 
sehingga pembiayaan bermasalah yang 
direstrukturisasikan dapat mengalami 
penurunan. Penyebab utama terjadinya 
pembiayaan bermasalah adalah faktor 
0
500
Pembiayaan Bermasalah PT. 
BPRS Artha Madani 
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kebijakan yang membuat pembiayaan 
bermasalah dikarenakan tidak ada kebijakan 
yang jelas dan bisa juga ada kebijakan 
tetapi dilonggarkan. Pembiayaan 
bermasalah rentan terjadi ketika 
pembiayaan direlasasikan, namun 
kurangnya pengawasan dari pihak bank.  
 
II. Landasan Teori 
2.1  Manajemen Risiko Bank Syariah 
Manajemen risiko adalah proses 
pengukuran atau penilaian risiko serta 
pengembangan strategi pengelolaannya. 
Strategi pengelolaan risiko dapat diterapkan 
antara lain dengan memindahkan risiko ke 
pihak lain, menghindari risiko, mengurangi 
efek negatif risiko dan menampung 
sebagian atau semua konsekuensi risiko 
tertentu. (Amir, 2010). 
 
2.1.2   Jenis-jenis Risiko Bank Syariah 
Beberapa jenis risiko yang dihadapi 
Bank Syariah adalah  Risiko Kredit, Risiko  
Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko 
Operasional, Risiko Hukum, Risiko 
Reputasi, Risiko Kepatuhan, Risiko 
Stratejik, Risiko Imbal Hasil, Risiko 
Investasi (Rivai & Arifin, 2010). 
 
2.1.3 Jenis-jenis Risiko Pembiayaan 
Bank Syariah 
Jenis-jenis risiko yang melekat pada 
pembiayaan adalah Risiko Kredit (Creadit 
Risk), Risiko Pasar (Market Risk), Risiko 
Operasional (Operational Risk) 
 
2.1.4 Proses Manajemen Risiko 
Dalam proses manajemen risiko terdapat 
prosedur-prosedur yang dijalankan oleh 
suatu perusahaan. Setidaknya terdapat 4 
prosedur yang dilakukan dalam proses 
manajemen risiko, sebagaimana yang telah 
tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia, 
4 prosedur manajemen risiko adalah 1) 
Identifikasi Risiko, 2) Pengukuran Risiko, 
3) Pemantauan Risiko, 4) Monitor dan 
Pengendalian (Peraturan Bank Indonesia, 
2018). 
 
2.2 Bank Syariah 
Bank Syariah merupakan bank yang 
kegiatannya mengacu pada hukum Islam 
dan dalam kegiatannya tidak membebankan 
bunga maupun tidak membayar bunga 
kepada nasabah (Ismail, 2011). 
 
1. Bank Umum Syariah 
Bank Umum Syariah (BUS) adalah 
Bank yang dalam aktivitasnya 
melaksanakan kegiatan usaha sesuai prinsip 
syariah dan malaksanakan lalu lintas 
pembayaran. Bank umum syariah 
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 
pada prinsip syariah yaitu prinsip hukum 
Islam dalam kegiatan perbankan 
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 
lembaga yang berwenang terhadap 
penetapan fatwa dibidang syariah.  
 
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
adalah bank yang melaksanakan kegiatan 
usahanya berdasarkan prinsip syariah yang 
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 
dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak 
melaksanakan transaksi lalu lintas 
pembayaran oleh karena itu, BPRS tidak 
boleh menawarkan produk giro wadiah.  
 
2.2.1 Pembiayaan Bank Syariah 
Pembiayaan merupakan aktivitas 
bank syariah dalam menyalurkan dana 
kepada pihak lain, penyaluran dana dalam 
bentuk pembiayaan didasarkan pada 
kepercayaan yang diberikan oleh pemilik 
dana kepada pengguna dana(Ismail, 2011; 
Putra & Hasbiyah, 2016). 
 
2.2.4 Pembiayaan Murabahah 
Murabahah adalah akad jual beli, 
dimana penjual menyebutkan harga 
pembelian barang kepada pembeli 
kemudian menjual kepada pihak pembeli 
dengan mensyaratkan keuntungan yang 
diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam 
akad Murabahah, penjual menjual 
barangnya dengan meminta kelebihan atas 
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antara harga beli dan harga jual barang 
disebut dengan margin keuntungan (Ismail, 
2011). 
 
2.3 Pembiayaan Bermasalah 
Pembiayaan bermasalah adalah suatu 
kondisi pembiayaan, dimana ada suatu 
penyimpangan utama dalam pembayaran 
kembali pembiayaan yang menyebabkan 
kelambatan dalam pengembalian (Dr. A 
Wangsawidjaja Z., S.H., 2012). 
2.3.1 Pencegahan Pembiayaan 
Bermasalah 
Pembiayaan bermasalah merupakan 
hal umum yang terjadi dalam lembaga 
keuangan perbankan maupun lembaga non 
perbankan. Walaupun berbagai usaha telah 
dilakukan untuk mencegahnya melalui 
analisis pembiayaan dengan menggunakan 
Peraturan Bank Indonesia, prinsip 5 C 
maupun 6 A, penyempurnaan sistem dan 
peningkatan mutu serta meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia tersebut. Bisa 
tetap terjadi pembiayaan bermasalah yang 
menyebabkan timbulnya suatu risiko bagi 
suatu lembaga keuangan.  
 
III. Metode Penelitian 
  Dalam pembahasan dan 
pengumpulan data skripsi ini, Peneliti 
menggunakan metode penelitian kualitatif 
deskriptif. Deskriptif yang menurut 
pengertiannya adalah pencarian fakta 
dengan interprestasi yang tepat dengan 
tujuan untuk mendapatkan gambaran atau 
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antara fenomena yang diteliti 
(Nasir, 1998). 
 
3.1. Jenis Data 
 Jenis penelitian yang digunakan 
adalah metode kualitatif dengan 
menganalisis data secara deskriptif. 
Penelitian deskripstif adalah data yang 
dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan 
bukan angka-angka. Hal itu disebabkan 
adanya penerapan metode kualitatif. Selain 
itu, semua yang dikumpulkan kemungkinan 
menjadi kunci terhadap apa yang diteliti 
(Moleong Lexy J., 2014). 
 
3.2. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan 
langkah yang paling strategis dalam 
penelitian karena tujuan utama penelitian 
adalah mendapatkan data, maka penelitian 
tidak akan mendapatkan data yang 
memenuhi standar data yang ditetapkan 
(Sugiyono, 2011). Sesuai dengan 
permasalahan yang dibahas dalam 
penelitian, maka teknik pengumpulan data 
dilaukan dengan menggunakan teknik 
Observasi, Wawancara, Dokumentasi. 
 
3.2.1 Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah sebuah kegiatan 
untuk mengatur, mengurutkan, 
mengelompokkan, memberi kode atau 
tanda dan mengkategorikannya, sehingga 
diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus 
atau masalah yang ingin dijawab 
(Sugiyono, 2014). 
3.2.2 Matrik Dan Metode Pengolahan 
Analisis Data 
Matrik dan metode pengolahan 
analisis data yang dilakukan dalam 
penelitian ini sebagaimana berikut, yaitu: 
1. Analisis Sebelum di Lapangan 
Analisis data dalam penelitian 
kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 
data berlangsung dan setelah selesai 
pengumpulan data dalam periode tertentu. 
Pada saat wawancara, peneliti sudah 
melakukan analisis terhadap jawaban dari 
narasumber. 
 
2. Analisis di Lapangan Model Miles 
dan Huberman 
Menurut Miles dan Huberman dalam 
Buku Sugiyono ada tiga metode analisis 
data kualitatif, yaitu reduction, data display 
dan conclusion drawing/verification 
(Sugiyono, 2011). Berikut ini penjelasan 
tiga metode yang digunakan:  
a. Reduksi Data 
Menurut Sugiyono mereduksi data 







Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyakat 
Universitas Islam “45” Bekasi 
 
Paradigma. Vol. 17. No 2. 2020 
ISSN No. 0853-9081 
 
Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Artha Madani Kantor Pusat Bekasi 
 
 
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 
penting, dicari tema dan polanya 
(Sugiyono, 2011). 
b. Penyajian Data 
Menurut Miles dan Huberman yang 
dimaksud penyajian data adalah peneliti 
mengembangkan sebuah deskriptif 
informasi tersusun untuk menarik 
kesimpulan dan pengambilan tindakan 
(Sugiyono, 2011). 
c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 
Kesimpulan 
Kesimpulan awal yang dikemukakan 
masih bersifat sementara dan akan 
mengalami perubahan apabila tidak 
ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk 
mendukung pada tahap pengumpulan data 
berikutnya.  
 
3. Analisis Data Sesudah Di Lapangan 
Analisis data dilakukan atas 
pernyataan yang telah dikemukakan oleh 
para informan. Hal ini dilakukan 
berdasarkan peneliti membaca seluruh 
transkrip atau jawaban dari hasil 
wawancara yang telah dilakukan dengan 
beberapa narasumber yang berkompeten 
dalam proses manajemen risiko pembiayaan 
dan mendeskripsikan seluruh pengalaman 
yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan 
upaya pada tahap yang dikemukakan 
tersebut, maka akan diketahui makna 
implisit dan eksplisit dari pernyataan suatu 
objek. 
 
IV. Analisis dan Hasil Penelitian 
4.1. Analisis Hasil Penelitian di PT. 
BPRS Artha Madani 
Berdasarkan hasil wawancara dan 
hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 
diketahui bahwa kriteria pembiayaan 
murabahah yang bermasalah pada PT. 
BPRS Artha Madani adalah sebagai 
berikut:  
1. Nasabah yang telah jatuh tempo tidak 
membayar angsuran pinjamannya 
sampai 90 hari  
2. Meningkatnya jumlah pembiayaan dari 
lancar menjadi bermasalah 
3. Pengakuan nasabah itu sendiri ketika 
telah jatuh tempo pembayaran  
Dari kriteria tersebut, pihak bank 
kemudian menentukan pendekatan yang 
tepat untuk digunakan, diantaranya dengan: 
1) Pembinaan, 2) Pengamatan administratif, 
3) Pemantauan kelapangan langsung, 4) 
Memperoleh informasi dari pihak lain, dan 
5) Negosiasi.  
Pada pembahasan ini, peneliti 
menjelaskan hasil analisis penelitian yang 
telah dilakukan pada PT. BPRS Artha 
Madani Kantor Pusat Bekasi. 
4.1.1. Risiko pada pembiayaan 
Murabahah PT. BPRS Artha 
Madani 
Berdasarkan pada hasil wawancara 
yang telah peneliti lakukan dengan 
narasumber yang berkompeten terhadap 
proses manajemen risiko pembiayaan 
murabahah pada PT. BPRS Artha Madani 
Kantor Pusat Bekasi yaitu Kepala Seksi 
Administrasi dan Legal, Staff Legal dan 
Customer Service menyatakan bahwa 
meskipun strategi manajemen risiko sudah 
dilaksanakan dengan baik serta sesuai 
dengan kebijakan Peraturan Bank Indonesia 
No.13/23/PBI/2011 dan Prinsip 5C, Bank 
tetap mengalami risiko akibat dari 
pembiayaan murabahah yaitu berupa risiko: 
1) Risiko Kredit adalah risiko yang terjadi 
karena kegagalan nasabah yang tidak 
mampu membayar kewajibannya 
secara penuh dan tepat waktu kepada 
PT. BPRS Artha Madani pada saat 
jatuh tempo.Contoh Kasus: 
a) Pada tahun 2018 terdapat banyak 
terjadi pembiayaan bermasalah kurang 
lebih sekitar 130 Nasabah yang tidak 
dapat menyelesaikan pembiayaan. 
Salah satu contoh yang terjadi Nasabah 
A mengajukan permohonan 
pembiayaan dana sebesar 
Rp25.000.000,00 untuk kebutuhan 
usahanya. Namun, pada saat jatuh 
tempo  Nasabah A gagal memenuhi 
kewajibannya kepada PT. BPRS Artha 
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akibat dari kecelakaan lalu lintas yang 
dialami. 
b) Risiko pembiayaan karena kesalahan 
Nasabah dalam menjalankan usahanya 
yang tidak profesional disebabkan tidak 
menguasai proyek usaha, tidak 
berpengalaman dan lemah dalam 
membuat perencanaan. Sehingga pada 
saat jatuh tempo, nasabah mengalami 
kesulitan dalam membayar 
kewajibannya karena usaha yang 
dijalani tidak berhasil. Penyelesaian 
kasus tersebut PT. BPRS Artha Madani 
memberikan kemudahan dengan 
memperpanjang jangka waktu 
pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu 
tahun, sehingga nasabah mempunyai 
waktu yang lebih lama untuk 
mengembalikan pembiayaan dan 
jumlah angsuran pun mengecil seiring 
dengan penambahan jumlahangsuran. 
2) Risiko Operasional adalah risiko 
disebabkan kesalahan yang bersifat internal 
maupun eksternal. Kesalahan internal 
disebabkan PT. BPRS Artha Madani kurang 
teliti dalam melakukan analisis pembiayaan 
kepada nasabah serta kesalahan teknis 
seperti software komputer yang kurang 
memadai. Sedangkan, kesalahan eksternal 
yang disebabkan nasabah, baik kesalahan 
disengaja maupun tidak sengaja. Contoh 
kasus: 
a) Dalam rangka mencapai target yang 
telah ditetapkan,adakalanya bank tidak 
lagi mempertimbangkan kondisi 
kemampuannya dalam menyalurkan 
pembiayaan baik dari segi kondisi 
perekonomian (makro ekonomi) dan 
kondisi sosial (tingkat risiko 
daerah/negara) maupun sumber daya 
manusia sebagai pengelola pembiayaan 
yang tidak memperhatikan prinsip 
prudential banking practice. Pada risiko 
operasional pihak PT. BPRS Artha 
Madani kurang cermat dalam melakukan 
analisis pembiayaan yang tidak 
dilaksanakan secara mendalam dan tidak 
berdasarkan pada pertimbangan yang 
tepat dalam penilaian character nasabah 
disebabkan kuantitas, kualitas dan 
integritas sumber daya manusia yang 
kurang mempunyai keahlian dalam 
melakukan kegiatan analisis disebabkan 
latar belakang pendidikan karyawan 
yang bukan perbankan syariah. 
b) Kesalahan internal PT. BPRS Artha 
Madani kurang teliti dalam melakukan 
analisis pembiayaan karena kesalahan 
teknis seperti software komputer yang 
kurang memadai serta fasilitas 
perusahaan yang terkadang mengalami 
kendala seperti terjadi mati lampu. 
Kesalahan internalpada kasus ini 
merupakan risiko yang sulit 
dikendalikan karena terjadi secara 
mendadak.  
c) Faktor internal lainya yang merupakan 
kesalahan yang disebabkan oleh PT. 
BPRS Artha Madani karena jumlah 
pembiayaan yang direalisasikan 
pembiayaan lainnya yang dihadapi  tidak 
seimbangnya antara jumlah realisasi 
pembiayaan dengan kebutuhan nasabah. 
Secara umum, kondisi ini disebut 
sebagai under-financing (pembiayaan 
dibawah kebutuhan nasabah) dan over-
financing (pembiayaan melebihi dari 
keperluan ekspansi usaha nasabah). 
d) Faktor eksternal yang terjadi akibat 
adanya iktikad tidak baik nasabah yang 
terindikasi dari seringnya terjadi 
penundaan pembayaran, walaupun 
secara pengamatan nasabah mampu 
membayar. Fakta yang sering terjadi 
adalah keuntungan yang didapat nasabah 
dari usaha seharusnya disisihkan untuk 
pembayaran angsuran, tetapi digunakan 
untuk keperluan lain. Fakta lapangan 
menunjukkan bahwa hal ini diakibatkan 
berbagai faktor, diantaranya kurangnya 
promosi terhadap produk yang dijual, 
kurangnya kecakapan dalam mengelola 
usaha, faktor ekonomi yang tidak stabil 
dan lain sebagainya. Kelemahan nasabah 
karena kurangnya pengetahuan terhadap 
usahanya secara spesifik. Fakta 
dilapangan menunjukkan bahwa nasabah 
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keahlian profesionalnya, tetapi hanya 
ikut-ikutan melihat keberhasilan orang 
lain.  
3) Risiko  Hukum  akibat  tuntutan  hukum 
atau kelemahan aspek yuridis dari PT. 
BPRS Artha Madani. Risiko akibat 
ketiadaan peraturan perundang-
undangan yang mendukung atau 
kelemahan perikatan, seperti tidak 
terpenuhinya syarat kontrak atau 
pengikatan agunan yang tidak sempurna. 
Contoh kasus pada risiko hukum yaitu 
berupa: 
a) Agunan atau jaminan yang telah 
diserahkan merupakan sepenuhnya 
bukan milik sah nasabah yang 
mengajukan permohoan pembiayaan. 
Pada saat nasabah tersebut tidak dapat 
lagi melunasi kewajibannya kepada 
bank, maka strategi yang dilakukan 
untuk menyelesaikan pembiayaan 
bermasalah dengan agunan atau 
jaminan yang dilelang untuk melunasi 
kewajibannya. Namun, pada saat 
proses pengambilan agunan tersebut 
diketahui bahwa sertifikat agunan 
masih milik keluarga dari nasabah 
tersebut, bukan hanya milik nasabah 
secara perorangan. Mitigasi yang 
dilakukan adalah melakukan 
pemeriksaan lebih mendalam objek 
agunan tersebut dan harus 
memastikan bahwa agunan tersebut 
milik sah nasabah dibuktikan dengan 
melakukan pengecekkan secara lebih 
mendalam melalui Lembaga Badan 
Pertanahan Nasional (BPN), sehingga 
bank dapat memastikan bahwa 
sertifikat tanah yang diajukan sebagai 
agunan atau jaminan merupakan milik 
sah dari nasabah yang mengajukan 
permohonan pembiayaan. 
Penyelesaian kasus ini dengan cara 
musyawarah antara pihak PT. BPRS 
Artha Madani dengan nasabah yang 
mengajukan permohonan 
pembiayaan. Bank tidak melakukan 
pelelangan atas jaminan yang telah 
diserahkan karena jaminan tersebut 
bukan hanya milik nasabah secara 
perorangan, melainkan masih milik 
keluarga besar nasabah tersebut. 
Untuk menyelesaikan kewajibannya 
PT. BPRS Artha Madani melakukan 
persyaratan kembali (reconditioning) 
yaitu bank melakukan perubahan 
persyaratan sebagian atau seluruh 
ketentuan pembiayaan termasuk 
perubahan jangka waktu sepanjang 
tidak menyangkut perubahan 
maksimum saldo pembiayaan.  
b) Kasus fiktif terhadap jaminan yaitu 
penipuan terhadap jaminan yang 
disyaratkan dalam akad yang dilakukan 
oleh nasabah kepada bank. Fiktif 
jaminan terjadi ketika nasabah 
mengajukan pembiayaan dengan 
melampirkan jaminan atau sertifikat 
milik orang lain yang dirubah menjadi 
atas nama nasabah tersebut. Berdasarkan 
fakta di lapangan, sertifikat yang 
dilampirkan biasanya milik salah satu 
anggota keluarganya yang dirubah 
namanya untuk keperluan pengajuan 
pembiayaan saja tanpa proses jual beli 
yang sebenarnya. Ketika terjadi 
pembiayaan bermasalah, pihak bank 
kesulitan untuk mengeksekusi agunan 
tersebut. Kesalahan eksternal yang 
disebabkan oleh nasabah dalam kasus ini 
merupakan kesalahan nasabah yang 
disengaja dengan melakukan pemalsuan 
dokumen kepada pihak Bank. Nasabah 
tidak mempunyai itikad baik untuk 
menyelesaikan kewajibannya. Nasabah 
yang bersangkutan melarikan diri dan 
tidak dapat dihubungi.  
Upaya yang dilakukan PT. BPRS Artha 
Madani dalam menyelesaikan masalah 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Rescheduling yaitu memperpanjang 
jangka waktu pembiayaan. Dalam kasus 
ini, nasabah diberikan keringanan dalam 
masalah jangka waktu pembiayaan 
misalnya perpanjangan jangka waktu 
pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu 
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waktu yang lebih lama untuk 
mengembalikannya. 
2. Reconditioning yaitu dengan cara 
mengubah berbagai persyaratan yang 
telah disepakati dirubah berdasarkan 
kesepakatan baru seperti: 
a) Penundaan pembayaran margin sampai 
waktu tertentu, maksudnya hanya 
margin yang dapat ditunda 
pembayarannya, sedangkan pokok 
pinjamannya tetap harus dibayar seperti 
biasa. 
b) Penurunan margin dimaksudkan agar 
lebih meringankan beban nasabah. 
Sebagai contoh jika marjin per tahun 
sebelumnya dibebankan 20% diturunkan 
menjadi 18 %. Penurunan margin akan 
mempengaruhi jumlah angsuran yang 
semakin mengecil, sehingga diharapkan 
dapat membantu meringankan nasabah. 
c) Pembebasan margin yang diberikan  PT. 
BPRS Artha Madani kepada nasabah 
dengan pertimbangan bahwa nasabah 
sudah akan mampu lagi untuk dapat 
membayar pembiayaan bermasalah 
tersebut, akan tetapi nasabah tetap 
mempunyai kewajiban untuk membayar 
pokok pinjamannya sampai lunas. 
 
4.1.2. Strategi Manajemen Risiko PT. 
BPRS Artha Madani  
Strategi yang diterapkan PT. BPRS 
Artha Madani dalam proses manajemen 
risiko sesuai dengan kebijakanPeraturan 
Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang 
Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank, yaitu: 
Tahap 1 : Identifikasi Risiko 
Pada tahap identifikasi risiko yang 
dilakukan oleh PT. BPRS Artha Madani 
adalah melakukan analisis pembiayaan 
dengan menggunakan prinsip 5 C yaitu 
Character, Capacity, Capital, Collateral 
dan Condition of Economy yang sudah 
cukup baik dan sesuai.. Analisis yang baik 
dapat menghasilkan keputusan pembiayaan 
yang tepat serta dapat dijadikan acuan bagi 
PT. BPRS Artha Madani agar dapat merasa 
yakin bahwa dana pembiayaan yang telah 
disalurkan kepada nasabah dapat terbayar 
kembali sesuai dengan jangka waktu 
perjanjian yang telah disepakati bersama. 
1. Character 
Karakter yaitu menggambarkan 
kepribadiaan calon nasabah dan faktor 
penting sebab walaupun calon nasabah 
tersebut cukup mampu untuk 
menyelesaikan kewajibannya, tetapi jika 
tidak mempunyai itikad baik tentu akan 
membawa kesulitan bagi pihak PT. BPRS 
Artha Madani. Oleh sebab itu, perlu 
melakukan analisis terhadap karakter calon 
nasabah dengan tujuan untuk mengetahui 
dan merasa yakin jika nasabah tersebut 
mempunyai keinginan serta kemampuan 
memenuhi kewajiban pembiayaan dan 
mampu melakukan pelunasan pembiayaan 
kepada bank.  
2. Capacity 
Kemampuan yaitu untuk mengetahui 
kemampuan keuangan calon nasabah dalam 
memenuhi kewajibannya sesuai dengan 
jangka waktu pembiayaan. PT. BPRS Artha 
Madani perlu mengetahui secara pasti 
kemampuan calon nasabah dalam 
memenuhi kewajiban pembiayaan. 
Kemampuan keuangan calon nasabah 
sangat penting karena merupakan sumber 
utama pembayaran, semakin baik 
kemampuan keuangan calon nasabah, maka 
semakin baik kemungkinan kualitas 
pembayaran artinya dapat dipastikan bahwa 
pembiayaan yang diberikan PT. BPRS 
Artha Madani dapat dibayar sesuai dengan 
jangka waktu yang telah disepakati. 
3. Capital 
Modal yang diikutsertakan dalam 
objek pembiayaan perlu dilakukan analisis 
yang mendalam karena modal merupakan 
harta yang dimiliki calon nasabah atau 
jumlah dana yang akan disertakan dalam 
proyek yang dibiayai. Semakin besar modal 
yang dimiliki dalam proses pembiayaan, 
maka semakin menyakinkan PT. BPRS 
Artha Madani akan keseriusan dan itikad 
baik calon nasabah dalam mengajukan 
permohonan pembiayaan. Cara yang 
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memeriksa modal yang dimiliki oleh calon 
nasabah yaitu: 
4. Collateral 
Jaminan yang diterima PT. BPRS 
Artha Madani dari nasabah yang 
mengajukan permohonan pembiayaan 
berupa sertifikat tanah, Bukti Kepemilikan 
Kendaraan Bermotor (BPKB) atau faktur 
pembelian mesin. Apabila calon nasabah 
dikemudian hari tidak dapat membayar 
kewajibannya, maka PT. BPRS Artha 
Madani dapat melakukan penjualan agunan 
tersebut. Hasil agunan digunakan sebagai 
sumber pembayaran untuk melunasi 
pembiayaan yang tidak bisa dilunasi 
nasabah yang telah diberikan pembiayaan 
oleh PT. BPRS Artha Madani. Dalam 
analisis agunan, PT. BPRS Artha Madani 
perlu mengetahui minat pasar terhadap 
agunan yang diserahkan oleh calon 
nasabah. Keberadaan agunan sangat penting 
dalam pembiayaan karena dana yang 
dipergunakan dalam melakukan penyaluran 
dana kepada nasabah merupakan dana milik 
nasabah investor, sehingga keberadaan 
agunan adalah untuk menjamin pelunasan 
jika terjadi pembiayan bermasalah.  
5. Condition of Economy 
Kondisi Ekonomi merupakan analisis 
perekonomian yang dipengaruhi oleh 
peraturan pemerintah, situasi politik, 
perekonomian dunia, kondisi ekonomi yang 
mempengaruhi pemasaran, produk dan 
keuangan. PT. BPRS Artha Madani perlu 
mempertimbangkan sektor usaha nasabah 
dengan dikaitkan dengan kondisi ekonomi 
yang akan mendatang untuk mengetahui 
pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha 
nasabah tersebut. 
Tahap 2 : Pengukuran Risiko 
Pada tahap pengukuran risiko yang 
dilakukan PT. BPRS Artha Madani 
adalahdengan melakukan penelitian 
terhadap risiko-risiko pembiayaan yang 
mungkin muncul berdasarkan pada 
kemampuan nasabah. Semakin baik 
kemampuan keuangan calon nasabah, maka 
semakin baik kemungkinan kualitas 
pembayaran artinya dapat dipastikan bahwa 
pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPRS 
Artha Madani dapat dibayar sesuai dengan 
jangka waktu yang telah disepakati.  
Tahap 3 : Pemantauan Risiko 
Pada tahap pemantauan risiko yang 
dilakukan PT. BPRS Artha Madani adalah 
penelitian kepada nasabah berdasarkan pada 
risiko-risiko yang mungkin terjadi serta 
juga memperhatikan modal yang 
diikutsertakan dalam objek pembiayaan dan 
memperhatikan jaminan yang telah 
diagunkan apabila terjadi pembiayaan 
bermasalah karena modal dan jaminan 
merupakan harta yang dimiliki calon 
nasabah, apabila terjadi pembiayaan 
bermasalah, maka dapat diselesaikan 
dengan jaminan yang telah diserahkan 
pihak nasabah kepada PT. BPRS Artha 
Madani untuk dapat meminimalisir risiko-
risiko yang mungkin terjadi dan untuk 
menutupi kerugian akibat dari pembiayaan 
bermasalah. 
Tahap 4 : Monitor dan Pengendalian 
PT. BPRS Artha Madani dalam melakukan 
pemantauan usaha nasabah melalui 
pelaporan hasil usaha dan terjun ke 
lapangan untuk memantau usaha nasabah. 
Tahap pengendalian risiko dilakukan 
dengan proses rekstrukturisasi sampai pada 
proses lelang sebagai upaya menutupi 
kerugian. Tahap monitor dan pengendalian 
dengan melakukan Restrukturisasi 
pembiayaan melalui perubahan jadwal 
ataupun perubahan persyaratan pembiayaan  
 
4.1.3. Analisis Strategi Manajemen 
Risiko pada PT. BPRS Artha 
Madani  
 Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan, maka dapat diketahui 
bahwa PT. BPRS Artha Madani dalam 
melakukan strategi manajemen risiko sudah 
sesuai dengan kebijakan yang tercantum 
dalam Peraturan Bank Indonesia 
No.13/23/PBI/2011 dan dengan melakukan 
analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5 
C yaitu Character, Capacity, Capital, 
Collateral dan Condition of Economy 
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menggunakan prinsip 5 C adalah untuk 
mencegah terjadinya kerugian akibat risiko 
pembiayaan yang telah diberikan kepada 
nasabah. Analisis pembiayaan merupakan 
faktor penting dalam mengambil keputusan 
untuk menyetujui atau menolak 
permohonan pembiayaan yang telah 
diajukan oleh calon nasabah. Analisis yang 
baik dapat menghasilkan keputusan 
pembiayaan yang tepat serta dapat 
dijadikan acuan bagi PT. BPRS Artha 
Madani agar dapat merasa yakin bahwa 
dana pembiayaan yang disalurkan kepada 
nasabah dapat terbayar kembali sesuai 
dengan jangka waktu perjanjian yang telah 
disepakati. 
Dalam menyelesaikan pembiayaan 
bermasalah yang terjadi, maka PT. BPRS 
Artha Madani memiliki strategi untuk 
menyelesaikan pembiayaan bermasalah 
tersebut yaitu berupa: 
1. Penagihan Intensifyang dilakukan 
dengan cara Account Manager 
memantau saldo rekening tabungan 
nasabah dan melakukan pemotongan 
sejumlah angsuran saat jatuh tempo.  
2. Memberikan teguran jika nasabah tidak 
memenuhi kewajibannya untuk 
membayar angsuran, maka Account 
Manager akan menegur nasabah 
dengan menelepon nasabah tersebut 
agar segera melakukan pembayaran 
angsuran, namun jika nasabah masih 
belum membayar maka Account 
Manager menegur nasabah dengan 
mendatangi rumah nasabah tersebut. 
3. Restrukturisasi pembiayaan dengan 
melakukan perubahan jadwal ataupun 
perubahan persyaratan pembiayaan 
yang dilakukan sebagaimana berikut: 
a) Penjadwalan kembali (rescheduling) 
merupakan tindakan yang dipilih 
dengan cara melakukan perubahan 
terhadap jangka waktu pembiayaan, 
jangka waktu angsuran, grace periode 
(jatuh tempo) PT. BPRS Artha Madani 
melakukan perubahan ketentuan 
pembiayaan yang hanya menyangkut 
jadwal pembayaran atau jangka 
waktunya, sehingga nasabah yang 
terlambat membayar angsuran 
pembiayaan akan diberi jangka waktu 
tertentu untuk membayar dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan. Hal 
tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 
dapat membantu meringankan 
kewajiban nasabah. Penyelesaian 
pembiayaan bermasalah dengan 
memperpanjang jangka waktu 
pembiayaan, nasabah diberikan 
keringanan dalam masalah jangka 
waktu pembiayaan. Misalnya 
perpanjangan jangka waktu 
pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu 
tahun, sehingga nasabah mempunyai 
waktu yang lebih lama untuk 
mengembalikan pembiayaan dan tentu 
saja jumlah angsuran pun menjadi 
mengecil seiring dengan penambahan 
jumlah hari angsuran. 
b) Persyaratan Kembali (reconditioning) 
yaitu Bank melakukan perubahan 
persyaratan sebagian atau seluruh 
ketentuan pembiayaan termasuk 
perubahan jangka waktu sepanjang 
tidak menyangkut perubahan 
maksimum saldo pembiayaan. Proses 
restrukturisasi dalam proses 
reconditioningsebagaimana berikut: 
1. Perubahan jadwal pembayaran 
dengan melakukan negosiasi dahulu. 
Poin negosiasi berupa evaluasi 
terlebih dahulu tentang potensi 
usaha nasabah. Jika nasabah sudah 
tidak mempunyai kemampuan 
dalam membayar kewajibannya, 
maka pihak Account Officer akan 
membuat rekomendasi untuk 
diajukan kepada komite 
pembiayaan. 
2. Perubahan angsuran dengan 
melakukan perubahan dalam 
pembayaran angsuran per bulan 
untuk meringankan nasabah sesuai 
dengan kesanggupan dan ketentuan 
bank. 
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pembiayaan maupun dengan jangka 
waktu yang lainnya dalam ketentuan 
Bank dan hasil negosiasi Bank 
terhadap nasabah.  
Strategi manajemen risiko pada 
umumnya diterapkan oleh lembaga 
keuangan sebelum memberikan 
pembiayaan dengan melakukan kebijakan 
Peraturan Bank Indonesia No. 
13/23/PBI/2011, menggunakan prinsip 5 C 
yang terdiri dari Character, Capacity, 
Capital, Collateral dan Condition of 
Economy serta dengan prinsip 6 A yang 
terdiri dari Aspek Hukum, Aspek 
Pemasaran, Aspek Teknis, Aspek 
Manajemen dan Aspek Sosial-Ekonomi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan dapat diketahui bahwa 
analisis strategi manajemen risiko yang 
dilakukan oleh PT. BPRS Artha Madani 
hanya menggunakan Peraturan Bank 
Indonesia dan prinsip 5 C, tidak 
menggunakan prinsip 6 A dikarenakan hal 
tersebut dianggap sudah cukup dalam 
melakukan kegiatan analisis pembiayaan 
kepada Nasabah. Namun, PT. BPRS Artha 
Madani tetap mengalami risiko meskipun 
telah menerapkan strategi manajemen risiko 
dengan cukup baik dan sesuai.Berdasarkan 
pada pernyataan dari praktisi PT. BPRS 
Artha Madani dapat diketahui bahwa 
terdapat tiga risiko yang muncul akibat dari 
pembiayaan bermasalah yaitu: risiko kredit, 
risiko operasionaldan risiko hukum yang 
disebabkan kesalahan faktor internal Bank 
dalam melakukan kegiatan analisis 
pembiayaan maupun disebabkan faktor 
eksternal karena kesalahan dari pihak 
nasabah. 
Menurut pendapat penulis, selain PT. 
BPRS Artha Madani menerapkan kebijakan 
Peraturan Bank Indonesia 
No.13/23/PBI/2011 dan prinsip 5C dalam 
menganalisa pengajuan pembiayaan 
sebaiknya pihak PT. BPRS Artha Madani 
juga harus benar-benar ketat dalam menilai 
karakter, latar belakang, kondisi dari calon 
nasabah dan juga dokumen-dokumen yang 
harus dilengkapi, jangan sampai tertipu 
dengan kepalsuan dokumen-dokumen yang 
tidak sesuai dengan kenyataannya. Selektif 
dalam menyeleksi calon nasabah guna 
menilai kelayakan untuk menerima 
pembiayaan. Cermat dalam meneliti kondisi 
berkas-berkas yang diajukan guna 
memenuhi kelengkapan data sebagai syarat 
pengajuan pembiayaan. Kemudian teliti 
dalam menganalisa nasabah atau calon 
nasabah yang mengajukan permohonan 
pembiayaan, hal ini sangat penting guna 
menghindari pembiayaan bermasalah. 
Selain lebih selektif, cermat dan teliti dalam 
menganalisa pengajuan pembiayaan, PT. 
BPRS Artha Madani diharapkan mampu 
memberikan kontribusi yang lebih dalam 
menganalisa proses pengajuan pembiayaan 
yakni dengan menggunakan prinsip-prinsip 
yang sesuai syariah di lingkungan 
perbankan syariah di Indonesia.  
PT. BPRS Artha Madani dapat 
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 
menilai calon nasabah baik dari segi 
karakter maupun usaha apa yang akan 
dijalankan calon nasabah, apakah sesuai 
syariah atau tidak, paling tidak usaha 
tersebut membawa nilai maslahat dan tidak 
merugikan. Dengan prinsip kehati-hatian 
PT. BPRS Artha Madani diharapkan 
mampu mengurangi pembiayaan 
bermasalah. Kemudian penerapan prinsip 
kepercayaan terhadap calon nasabah yang 
mengajukan pembiayaan dan juga 
pendekatan emosional guna mengenali 
calon nasabah pembiayaan. 
Salah satu upaya yang dilakukan 
untuk menangani pembiayaan bermasalah 
agar nasabah dapat memenuhi 
kewajibannya, maka pihak PT. BPRS Artha 
Madani memberi kebijakan dengan 
menerapkan Rescheduling yaitu perubahan 
syarat pembiayaan yang menyangkut 
jadwal pembayaran dan atau jangka waktu 
termasuk masa tenggang dan perubahan 
besarnya angsuran pembiayaan dan 
mengurangi jumlah angsuran. Tentu tidak 
kepada semua nasabah dapat diberikan 
kebijakan ini oleh PT. BPRS Artha Madani 
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menunjukkan itikad dan karakter yang jujur 
dan memiliki kemauan untuk membayar 
atau melunasi pembiayaan. Melalui 
reschedulingPT. BPRS Artha Madani 
memberi kebijakan dengan merubah jadwal 
pengangsuran, yang tadinya nasabah 
mengangsur kewajibannya setiap bulan 
menjadi 3 bulan sekali. Dengan kondisi 
nasabah yang sedang mengalami kemacetan 
dalam mengangsur kewajibannya 
dikarenakan buruknya manajemen, 
kurangnya tenaga yang ahli dan tajamnya 
pesaingan ekonomi. Dengan adanya 
kebijakan dari PT. BPRS Artha Madani 
yakni perubahan jadwal mengangsur, pihak 
nasabah merasa terkurangi bebannya.  
Selain penerapan sesuai dengan 
kebijakan Peraturan Bank Indonesai 
No.13/23/PBI/2011 dan prinsip 5C untuk 
menganalisa pengajuan pembiayaan, setelah 
PT. BPRS Artha Madani melakukan 
pencairan dana terhadap pihak nasabah, PT. 
BPRS Artha Madani diharapkan tetap 
melakukan pemantauan, pengawasan, 
pendampingan dan pembinaan selama pihak 
nasabah masih terikat perjanjian dalam 
pembiayaan. Dalam hal ini peran PT. BPRS 
Artha Madani bertugas menganalisa dan 
mengawasi jalannya usaha nasabah. 
Sementara pihak nasabah menjalankan 
usahanya, mengangsur kewajibannya 
dengan lancar serta terbuka mengenai 
kondisi keuangannya. Dengan keterbukaan, 
kejujuran dan kepercayaan inilah, dampak 
positif dari perbankan syariah muncul, 
sehingga apa yang akan dicapai dari 
kesepakatan antara pihak PT. BPRS Artha 
Madani dan pihak nasabah dapat terlaksana 
dengan baik. 
Memahami faktor yang menjadi 
penyebab gejala dini pembiayaan 
bermasalah, artinya ketika sudah mulai 
terjadi hal-hal yang tidak wajar, pihak PT. 
BPRS Artha Madani segera melakukan 
analisa apa yang terjadi, mencari tahu 
penyebab masalah nasabah mengalami 
penundaan. Kemudian setelah pihak PT. 
BPRS Artha Madani mengetahui penyebab 
terjadinya pembiayaan bermasalah, maka 
segera memberikan pembinaan terhadap 
nasabah guna menyelesaikan pembiayaan 
bermasalah dengan di dampingi konsultan 
yang telah diberi kewenangan.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat 
diketahui bahwa strategi yang dilakukan 
PT. BPRS Artha Madani dalam 
menyelesaikan pembiayaan bermasalah 
adalah dengan melakukan penagihan 
intensif, peneguran kepada nasabah apabila 
tidak memenuhi kewajibannya, melakukan 
rekstukturisasi pembiayaan dengan cara 
rescheduling, reconditioningdan 
restructuring apabila pembiayaan tersebut 
masih memungkinkan dinormalkan. 
Namun, apabila sudah tidak ada lagi 
harapan dan nasabah sudah tidak ada usaha 
menyelesaikannya, maka PT. BPRS Artha 
Madani akan menyelesaikannya dengan 
jaminan yang telah diserahkan sebelumnya. 
Jaminan bisa dilelang melalui jalur litigasi 
atau non litigasi. 
Strategi yang sering dilakukan oleh 
PT. BPRS Artha Madani dalam 
menyelesaikan pembiayaan bermasalah 
adalah dengan melalui agunan atau jaminan 
dengan penyelesaian non litigasi atau 
penyelesaian melalui jalur diluar hukum 
atau dengan cara kekeluargaan melalui 
musyawarah. Hal tersebut disebabkan 
karena pembiayaan bermasalah yang terjadi 
masih dapat dikendalikan oleh PT. BPRS 
Artha Madani dan sikap itikad baik nasabah 
yang masih memiliki keinginan untuk 
menyelesaikan pembiayaan bermasalah 
dengan cara kekeluargaan.  
Oleh sebab itu, tidak memerlukan 
jalur litigasi atau jalur hukum yang 
melibatkan Peradilan Agama maupun 
Basyarnas dalam menyelsaikan pembiayaan 
bermasalah. Penyelesaian pembiayaan 
bermasalah dengan melakukan pertemuan 
antara bank dan nasabah untuk membahas 
kewajiban yang harus dipenuhi nasabah 
tersebut. Kemudian masalah diselesaikan 
sesuai kesepakatan bersama antara bank 
dengan nasabah. 
Pembiayaan bermasalah yang 
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dilakukan dengan lelang jaminan, yaitu 
penjualan asset atau jaminan nasabah yang 
telah diserahkan sebelumnya dengan secara 
sukarela dalam rangka menyelamatkan dan 
penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hasil 
penjualan barang jaminan digunakan untuk 
melunasi outstanding pembiayaan dan 
apabila ada kekurangan jumlah 
pembiayaan, maka tetap menjadi hutang 
nasabah dan tetap akan ditagih oleh Bank. 
Namun, apabila ada kelebihan jumlah 
penjualan barang jaminan, maka akan 
diserahkan kepada nasabah.  
 
Simpulan 
Risiko yang muncul pada pembiayaan 
murabahah di PT. BPRS Artha Madani 
Kantor Pusat Bekasi terdapat tiga risiko 
yang terjadi yang pertama Risiko Kredit 
adalah risiko yang terjadi karena kegagalan 
nasabah yang tidak mampu membayar 
kewajibannya secara penuh dan tepat waktu 
kepada PT. BPRS Artha Madani pada saat 
jatuh tempo. 
Risiko Operasional terjadi karena 
kesalahan internal yang disebabkan karena 
PT. BPRS Artha Madani kurang teliti 
dalam melakukan analisis pembiayaan 
kepada Nasabah serta kesalahan dari teknis 
seperti software komputer yang kurang 
memadai. Sedangkan kesalahan eksternal 
yang disebabkan oleh nasabah, baik 
kesalahan yang disengaja maupun tidak 
sengaja seperti terjadinya bencana alam 
berupa kebakaran, kecelakaan, kebanjiran 
dan sebagainya. 
Risiko  Hukum  akibat  tuntutan  hukum 
atau kelemahan aspek yuridis padaPT. 
BPRS Artha Madani, seperti tidak 
terpenuhinya syarat-syarat kontrak atau 
pengikatan agunan yang tidak sempurna.  
Strategi manajemen risiko PT. BPRS 
Artha Madani sebelum memberikan 
pembiayaan kepada Nasabah berdasarkan 
pada Peraturan Bank Indonesia No. 
13/23/PBI/2011 dan menggunakan prinsip 5 
C yang terdiri dari Character, Capacity, 
Capital, Collateral dan Condition of 
Economy. Sehingga PT. BPRS Artha 
Madani dapat meminimalisir risiko yang 
mungkin terjadi akibat dari pembiayaan 
yang bermasalah. Analisis yang baik dapat 
menghasilkan keputusan pembiayaan yang 
tepat serta dapat dijadikan acuan agar PT. 
BPRS Artha Madani merasa yakin bahwa 
dana pembiayaan yang telah disalurkan 
kepada nasabah dapat terbayar kembali 
sesuai dengan jangka waktu perjanjian yang 
telah disepakati bersama. 
Analisis strategi manajemen risiko 
yang dilakukan PT. BPRS Artha Madani 
sudah sesuai dengan Peraturan Bank 
Indonesia No. 13/23/PBI/2011 serta sesuai 
dengan prinsip 5 C. Strategi yang dilakukan 
PT. BPRS Artha Madani dalam 
menyelesaikan pembiayaan bermasalah 
tersebut dengan melakukan penagihan 
intensif, peneguran kepada nasabah apabila 
tidak memenuhi kewajibannya, melakukan 
rekstukturisasi pembiayaan dengan cara 
rescheduling, reconditioning, dan 
restructuring apabila pembiayaan tersebut 
masih memungkinkan dinormalkan. 
Namun, apabila sudah tidak ada lagi 
harapan dan nasabah sudah tidak ada usaha 
menyelesaikannya, maka PT. BPRS Artha 
Madani akan menyelesaikannya dengan 
jaminan yangtelah diserahkan sebelumnya, 
kemudian jaminan tersebut bisa dilelang 
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